
 

 

 
 
 

 
 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
 

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 
 

NOMOR  26  TAHUN 2016 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG 
PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI  SIPIL,                    
PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIHAK LAIN 

LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 

Menimbang   : a. bahwa dalam rangka memberikan fleksibilitas 

pemberlakuan standar tarif/biaya perjalanan dinas dalam 
daerah dan/atau luar daerah dan dengan memperhatikan 
kemampuan keuangan daerah maka perlu dilakukan 

perubahan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2016 
tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai 
Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap serta Pihak Lain di 
Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;   

Mengingat   :  1.  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan  Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 
2007 tentang Perubahan  Ketiga Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4712); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 310); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah; 
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 
tentang Tata Naskah Dinas Lingkungan Pemerintah Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 

tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi 
Pejabat/Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, 
Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 60); 

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, 
Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 
26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan Nomor 110); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5); 

 
                    MEMUTUSKAN   : 

 
Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG 
PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN 
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, 

PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN 
PIHAK LAIN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HULU 
SUNGAI SELATAN.  

 

Pasal I 

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perjalanan 
Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap Dan Pihak Lain Lingkup 

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 2), di antara Pasal 29 dan Pasal 30 

disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 29A dan Pasal 29B, sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 29A 

Standar Tarif/Biaya yang ditetapkan merupakan batas/plafon tertinggi yang 
dibayarkan kepada Pelaksana SPD. 
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Pasal 29B 

Bupati dapat menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Tarif/Biaya 
Perjalanan Dinas khusus bagi SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) atas dasar usulan SKPD 
yang bersangkutan dengan ketentuan tidak melebihi dari besaran standar 
tarif/biaya perjalanan dinas dalam peraturan ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan. 

 

Ditetapkan di  Kandangan 
pada tanggal   5 April 2016  

BUPATI  HULU SUNGAI SELATAN, 

 
TTD 

 

ACHMAD FIKRY 

 

Diundangkan di Kandangan 
pada tanggal   5 April 2016    

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, 
 

TTD 

 
M. IDEHAM 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

TAHUN 2016 NOMOR  27 
 


